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KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA PALANGKA RAYA 
 

NOMOR : 503.0/68/SK/DPMPTSP-I.1/I/2024 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA PALANGKA RAYA 
 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  

SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pelayanan publik sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna 
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai 

pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan 
publik wajib menetapkan Standar Biaya Perolehan 

Informasi Publik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya 

tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan 
Informasi Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  1965 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2753); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah); 



 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846 ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);  

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran 

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6); 

12. Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  55  
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Tahun 2021 
Nomor 55); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA 
RAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA 
PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KOTA PALANGKA RAYA. 

 
KESATU : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: 
a. Layanan permohonan Informasi Publik di Lingkungan 

PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tidak 

dipungut biaya (gratis); 
 



 
b. Untuk permohonan Informasi Publik dalam bentuk 

digital akan disampaikan melalui surat elektronik 
(Email) atau media platform digital lainnya (WhatsApp, 

Telegram, dan sejenisnya) atau media penyimpanan 
digital yang dibawa oleh Pemohon Informasi; 

c. Untuk permohonan informasi dalam bentuk cetak, 

Pemohon Informasi dapat menggandakan secara 
mandiri. 

 
KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya pada Tahun 
Anggaran berkenaan. 

 
KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
 

   
 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal 31 Januari 2024 
 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA 

 PALANGKA RAYA, 
 
 

 
H. AKHMAD  FORDIANSYAH, S.H., M.A.P. 

 Pembina Utama Muda (IV/c) 
 NIP. 19641121 198503 1 008 

 
 

Tembusan, disampaikan kepada Yth.: 

1. Pj. Wali Kota Palangka Raya di Palangka Raya; 

2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya; 

3. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya; dan 
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya di Palangka 

Raya. 


